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PUTUSAN
Nomor 6218/Pdt.G/2024/PA.Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3205275708830008, tempat dan tanggal lahir
Bandung, 17 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kampung Kaum Lebat Rt.03 Rw.07,
Pameungpeuk, Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa
Barat,
Penggugat;
Lawan
TERUGUGAT, NIK 3205270210800001, tempat dan tanggal lahir Garut
02 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Selles, bertempat tinggal di d/a Bpk Aris
(depan Sekolah Muhammadiyah Toko Leona) Jalan
Raya Cigodeg Rt.02 Rw.03, Paas, Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, Jawa Barat;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Desember 2024 yang
didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Garut, Nomor
6218/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 27 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami
isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pameungpeuk,
Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:
3205271082023015 tertanggal 15 Agustus 2023.

2, Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat
tinggal dan hidup bersama terakhir di kediaman Penggugat di Kampung
Kaum Lebak, RT. 003 RW. 007, Desa Pameungpeuk, Kecamatan
Pameungpeuk, Kabupaten Garut.

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun tidak
dikaruniai keturunan.

4, Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan November 2023 mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terkait nafkah Ilahir dan
bathin, yakni Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak
bulan Oktober 2023 dikarenakan tidak terbuka terkait penghasilan yang
didapatkannya, adapun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
Penggugat harus bekerja. Sehingga rumah tangga dirasa Penggugat
sudah tidak nyaman;

5. Bahwa Tergugat bukan sosok kepala rumah tangga yang baik,
yakni pada saat Tergugat ketahuan mengambil uang di tempat kerja milik
saudara Pengggugat, Tergugat awalnya tidak mengakui. Namun setelah
diberikan bukti yang sebenarnya Tergugat mengakui. Adapun dari
permasalah tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga rumah tangga dirasa
Penggugat sudah tidak nyaman;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2024 yang berakibat Tergugat

pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga
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lagi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di

rumah kediaman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah

kediaman orangtua Tergugat.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah

tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena

itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil.

10. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi

Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan
cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan
membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Terugugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 6218/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal
30 Desember 2024 dan Nomor 6218/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 16 Januari
2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui layanan pengiriman
surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 3205271082023015 tanggal 15
Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Pameungpeuk Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal
di Kampung Kaum Lebak Rt.03 Rw.07, Pameungpeuk, Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Kakak
Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya
suami istri sah, yang menikah pada 15 Agustus 2023, dari pernikahan
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tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak bulan November tahun 2023 sudah mulai ada masalah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan
disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal
nafkah lahir keluarga;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke
rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2024 antara
Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi
meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami
isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara
Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
Kampung Kaum Lebak Rt.03 Rw.07, Pameungpeuk, Pameungpeuk,
Kabupaten Garut, Jawa Barat, di persidangan mengaku sebagai Kakak
Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya
sebagai suami istri sah sejak 15 Agustus 2023 yang lalu, dari pernikahan
tersebut belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sejak bulan November tahun 2023 sudah mulai ada masalah,
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sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan

disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa

memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Penggugat dan

Tergugat bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke

rumah mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2024 antara

Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi

meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami

isteri;

- Bahwa, saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 6218/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 30 Desember 2024 dan Nomor
6218/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat
tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dikirimkan melalui layanan
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pengiriman surat PT. POS, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun
2024 yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam
hal nafkah lahir keluarga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata,
membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah
secara hukum Islam pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan demikian bukti
tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a
quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,
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sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat
dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan November tahun 2023,
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan
karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga,
serta sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal,
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak

tanggal 15 Agustus 2023, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

2. Pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat

berlangsung harmonis, namun sejak bulan November tahun 2023, rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan

yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena

Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir keluarga;

1. sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak

pernah berkumpul bersama lagi;

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun

tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan

perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan

inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai

(rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan,

merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara

Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya

perkawinan (broken marriage);

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan
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kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa
maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi
kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-
Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan,
maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan
kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2),
(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fighiyyah yang berbunyi:
cdlaall > e oo b0 x wl aslll)s
Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum,
oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas
dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan
ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup
beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra
Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk
dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum
syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERUGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp198000,00 ( seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban
1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Garut yang terdiri dari Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,
Drs. Sahlan, S.H., M.H dan Dr. Yadi Kusmayadi, M.H. sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah,
SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat
dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Drs. Sahlan, S.H., M.H Dr. Yadi Kusmayadi, M.H.
Panitera Pengganti,

Eneng Siti Rohmah, SH
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa Rp ,00
4. Biaya Panggilan Rp28.000,00
5. Biaya PNBP Relaas Rp20.000,00
6. Biaya Redaksi Rp10.000,00
7. Biaya Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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